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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan demokrasi beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang dilakukan pada kelas X SMALB-B PGRI Dlanggu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang implementasi pendidikan demokrasi di SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto berdasarkan pada prinsip demokrasi yang terdiri dari kedaulatan rakyat, kebebasan dan persamaan. Kedaulatan rakyat dapat diimplementasikan dari partisipasi siswa dalam mengikuti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian penerapan kebebasan dapat diketahui dari kehidupan sekolah misalnya kekebasan menyatakan pendapat yang dilakukan dalam proses pembelajaran, kebebasan dalam membentuk kelompok belajar, kebebasan dalam memilih ketua kelas, kebebasan dalam mengeksplorasikan kemampuan dalam membuat ketrampilan, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Sedangkan bentuk pelaksanaan persamaan berupa persamaan di muka hukum dalam mematuhi tata tertib yang ada, persamaan sosial yang mana tidak membeda-bedakan antara anak berkebutuhan khusus satu dengan yang lainnya, persamaan kesempatan dalam mengikuti pemilihan anggota koperasi, persamaan politik dalam menentukan susunan pengurus pramuka dan persamaan ekonomi yang membebaskan setiap siswa dari biaya sekolah. 




The purpose of this study is to investigate the application of democratic education conducted by the deaf children in SMALB PGRI Dlanggu along with the obstacles encountered in the implementation of democratic education and the efforts made to overcome the existing obstacles. This study used a qualitative approach with a design case study conducted on a class-B X SMALB PGRI Dlanggu. The technique of collecting data using interviews, observation, and documentation. The technique of data analysis through data reduction, data display, and conclusion.The results of this study are implement democratic education based on the principles of democracy which consists of popular sovereignty, freedom and equality. Popular sovereignty can be implemented from the student's participation in the elections and the presidential election. Then the application can know the freedom of school life such as freedom of expression is carried out in the learning process, the freedom to form study groups, the freedom in choosing the head of the class, the ability to explore the freedom in making skills, and freedom from abuse. While the form of the implementation of the equation in the form of equality before the law to comply with the discipline, social equality which does not discriminate between children with special needs with each other, equality of opportunity in participating in the election of members of cooperatives, the political equation in determining the composition of management scout and equations economic exempt any student from school fees.





Pendidikan demokrasi merupakan suatu bentuk penanaman prinsip dan nilai demokrasi kepada generasi penerus bangsa dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pribadi yang dapat berperilaku dan bertindak secara demokratis. Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh  karena itu pendidikan demokrasi tidak hanya menunjuk pada suatu kondisi atas tatanan pemerintahan atau sistem yang sudah ada, namun pendidikan demokrasi juga harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi dalam arti  lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses  sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendak diwujudkan (Nasiwan, 2004:6).
Demokrasi berlangsung tidak hanya pada Negara maju saja, tetapi juga pada negara berkembang. Menurut Gandal dan Finn, terutama di negara berkembang, pendidikan demokrasi sering dianggap taken for granted or ignored, yakni dianggap sebagai hal yang akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Sesungguhnya, pendidikan demokrasi seyogyanya  ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Maka pendidikan demokrasi perlu di lihat dalam dua konteks atau keseluruhan, yaitu school-based democracy education dan society-based democracy education. School-based democracy education adalah pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan formal. Sedangkan society-based democracy education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat (http://www.ut.ac.id (​http:​/​​/​www.ut.ac.id​)).
Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia  sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundangan sejak jaman kemerdekaan. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa “Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab”, yang kemudian oleh Kementerian PDK dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut adalah untuk mendidik warga negara yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat (Djojonegoro,1996:75).
Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat bahwa  semua ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan inti pendidikan demokrasi dan HAM. Artinya sejak tahun 1945 pemerintah sudah menyadari dan menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan demokrasi dan HAM. Selanjutnya dalam UU No 4 tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3 (dalam Djojonegoro,1996:76) dirumuskan secara lebih eksplisit menjadi, “Membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Sedangkan dalam UU No.12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI No. 145 tahun 1965, rumusannya diubah menjadi, “Melahirkan warganegara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik  spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila”.
Pentingnya sebuah demokrasi tidak hanya dilihat dari pemilihan seorang pemimpin saja, tetapi juga bagaimana cara pemimpin tersebut dalam memimpin sebuah negara. Sebab apabila dalam memimpin negara tidak benar, baik karena rendahnya kualitas dan komitmen moral dari sang pemimpin itu sendiri, maupun karena budaya masyarakat setempat yang tidak kondusif, maka demokrasi hanya berarti pemolesan dari tirani oleh kaum bangsawan menjadi tirani oleh masyarakat bawah. Dan hal tersebut sama saja bahayanya, bahkan lebih berbahaya sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah demokrasi. Misalnya, pada masa pemerintahan Hitler yang kejam sedangkan di indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Kedua pemimpin tersebut bukanlah berasal dari golongan bangsawan tetapi berasal dari masyarakat biasa. (Fuady, 2010:2)
Kemudian dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Cirinya adalah  beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 3,UU No 20/2003). Walaupun dalam rumusan tujuan itu tidak terdapat kata demokrasi, tapi makna dari kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, sesungguhnya merupakan esensi dari pendidikan demokrasi.
Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan demokrasi tanpa memandang latar belakang agama, suku bangsa, ekonomi dan status sosialnya. Pendidikan merupakan hak bagi semua orang tidak terkecuali juga bagi anak dengan kebutuhan khusus. Menurut Efendi (2006:3), anak berkebutuhan khusus adalah anah yang dikategorikan memiliki kelainan dalam aspek fisik meliputi kelainan indra penglihatan (tunanetra), kelainan indra pendengaran (tunarungu), kelainan kemampuan bicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa). 
Hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau kebutuhan khusus ditetapkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa: “Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial”. Ketetapan tentang hak atas pendidikan yang ada dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran.
Pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan adalah adanya guru. Guru pada sekolah anak berkebutuhan khusus harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan guru pada sekolah umum. Mereka harus dengan sabar dan telaten dalam membimbing anak-anak tersebut. Hal ini dikarenakan setiap anak berkebutuhan khusus memiliki variasi gangguan yang berbeda-beda. Dengan adanya kesabaran dan ketelatenan dari guru, maka materi yang disampaikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus akan dengan mudah diterima oleh anak tersebut. 
Faktor pendukung lainnya adalah adanya kurikulum pendidikan khusus yang disediakan pemerintah untuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum tersebut yang nantinya dijadikan oleh guru sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya kurikulum khusus yang disediakan oleh pemerintah, akan mempermudah guru untuk memberikan materi kepada anak didiknya. Sedangkan salah satu faktor penghambat terutama bagi anak tunarungu adalah dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya, miskin dalam kosakata, sulit memahami kata-kata abstrak, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung kiasan dan adanya gangguan bicara. (Somantri, 2005:100).
Komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu yang bermasalah dalam pendengaran akan sangat mempengaruhi pemberian pembelajaran di dalam kelas. Anak tunarungu yang memiliki gangguan pendengaran, mereka akan kesulitan dalam menangkap kata-kata abstrak yang diberikan oleh guru sehingga terkadang anak tidak memperhatikan pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Selain itu juga faktor penghambat dalam proses pembelajaran bagi anak tunarungu adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Media pengajaran yang ada kurang bervariasi sehingga membuat peserta didik menjadi cepat bosan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. 
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kenyataannya, pemerintah masih belum bisa memfasilitasi secara layak. Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum bisa mendapatkan pendidikan secara layak karena kurangnya fasilitas yang ada. Peran pemerintah sangat diperlukan guna melancarkan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Sehingga pada waktu masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat, anak yang memiliki kekurangan tidak dipandang sebelah mata. Selain itu juga setelah mendapatkan pendidikan demokrasi diharapkan dapat membentuk karakter anak menjadi pribadi yang demokratis dan bertanggung jawab.
SLB PGRI Dlanggu adalah salah satu SLB di Mojokerto yang didirikan pada 1 Agustus 1989. Sekolah ini dahulunya terletak bersampingan dengan SDN Dlanggu, tetapi pada tahun 2004 pindah di Jalan Raya Pacet Desa Kedunglengkong Kecamatan Dlanggu. Murid di SLB PGRI Dlanggu tidaklah begitu banyak. Jumlah murid di SLB PGRI Dlanggu pada tahun ajaran 2013-2014 adalah 70 orang siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 12 orang termasuk dengan kepala sekolah. SLB PGRI Dlanggu merupakan sekolah dengan jenjang TKLB sampai dengan SMALB.
Dari hasil studi pendahuluan pada SLB PGRI Dlanggu, implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus sudah tampak meskipun tidak semua anak berkebutuhan khusus dapat menerapkannya. Anak berkebutuhan khusus yang sudah bisa menerapkannya yaitu pada siswa SMALB tunarungu. Pada kelas X SMALB-B tunarungu, kehidupan demokrasi sudah dapat terlihat melalui pembentukan ketua kelas. Siswa memilih ketua kelas secara voting setelah mendapat pengarahan dari guru mengenai kriteria dan tata cara dalam pemilihan ketua kelas.
Kehidupan demokratis dapat terwujud dengan baik apabila di dalam kehidupan ditumbuhkembangkan adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SLB PGRI Dlanggu di dapat melalui pembelajaran di dalam kelas pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn). Dalam pembelajaran di kelas, peran guru sangatlah penting sebagai penerjemah sekaligus sebagai seseorang yang membimbing dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan sulitnya anak tunarungu dalam memahami kata-kata yang abstrak. Selain itu pendidikan demokrasi dapat terlihat dari adanya pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas pada kelas X SMALB tunarungu merupakan salah satu wujud pendidikan demokrasi yang ada pada sekolah tersebut, karena untuk kelas selain kelas tunarungu belum bisa diwujudkan untuk penerapan pendidikan demokrasi.
Pendidikan demokrasi yang ditanamkan kepada anak berkebutuhan khusus tunarungu bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan demokrasi pada anak tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto. Dari pemaparan di atas maka dengan adanya pendidikan demokrasi yang diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas itu sangat penting karena dengan adanya pendidikan demokrasi ini diharapkan para peserta didiknya mengetahui implementasi pendidikan demokrasi yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas.

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto. Adapun jenis penelitian adalah penelitian studi kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.
Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan demokrasi pada anak beerkebutuhan khusus tunarungu yaitu SLB PGRI Dlanggu yang beralamatkan di Jl. Raya Pacet Desa Kedung Lengkong Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan di SLB PGRI Dlanggu sudah terdapat pelaksanaan demokrasi misalnya terdapat pemilihan ketua kelas, adanya kehidupan berkelompok yang tercipta di dalam kehidupan di kelas, mengikuti pemilihan kepengurusan koperasi sekolah, dsb.
Sumber penelitian dalam penelitian ini yaitu informan dan dokumen. Informan yang dijadikan narasumber adalah orang yang mempunyai pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang diteliti. Dalam hal ini informan berbicara mengenai implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto. 
Kriteria informan dalam penelitian ini adalah : (a) Bersedia menjadi informan, (b) Mengetahui data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, (c) Mengetahui bentuk implementasi pendidikan demokrasi pada anak tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu.
Sumber penelitian selanjutnya yaitu dokumen. Untuk memperoleh sumber data yang berupa dokumen tersebut dapat diperoleh dari buku-buku dan literatur yang relevan dengan pokok pembahasan tentang pendidikan demokrasi pada anak tunarungu. Catatan-catatan penunjang, literatur, buku-buku perpustakaan, dokumentasi, arsip-arsip, dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung. 
Dokumen yang diperoleh merupakan hasil wawancara dan observasi dengan informan, data tersebut berupa daftar siswa kelas X tunarungu, struktur kepengurusan kelas, tata tertib kelas X SMALB-B PGRI Dlanggu dan juga visi-misi SLB PGRI Dlanggu Mojokerto. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis mengenai implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan penelitian tentang implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu beserta kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pendidikan demokrasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Observasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data awal tentang subyek penelitian, serta mengamati secara langsung tentang kegiatan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus tunarungu kelas X SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto, berbagai kegiatan yang dilakukan antara guru dan siswa selama berada di sekolah. Data lain yang diperoleh dapat berupa foto misalnya proses kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan struktur kepengurusan kelas X tunarungu.
Dokumentasi yang diperoleh dalam hal ini antara lain arsip-arsip tentang visi dan misi SLB PGRI Dlanggu Mojokerto, materi atau bahan ajar yang diberikan oleh guru sebagai bahan dalam pengumpulan data penulisan penelitian ini. Dokumentasi tersebut didapatkan dengan cara meminta kepada staf tata usaha di SLB PGRI Dlanggu Mojokerto
Menurut Miles dan Huberman ( dalam Sugiyono 2010:246), analisis data terdiri dari alur kegiatan sesuai pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dengan menggunakan teknik tersebut diatas, kemudian dilakukan tenik analisis data. Analisis data ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.
Proses analisis data dimulai dengan menelaah dan mengkategorikan seluruh data yang tersedia baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah dengan mereduksi data dengan menyusun abstraksi-abstraksi yang merupakan rangkuman proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap ada didalamnya. Data kemudian disajikan setelah disederhanakan dalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterprestasikan, yang pada intinya adalah upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
Proses tersebut peneliti memakai analisis kualitatif, artinya dari data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pemaparan serta interprestasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI Dlanggu adalah salah satu SLB di Mojokerto yang didirikan pada 1 Agustus 1989. Dahulunya SLB PGRI Dlanggu terletak bersampingan dengan SDN Dlanggu dan pada tahun 2004 pindah di Jalan Raya Pacet Desa Kedunglengkong sampai sekarang. Pendidikan Sekolah Luar Biasa merupakan jenjang dari pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Sehingga dengan adanya pendidikan sekolah luar biasa, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa, kualitas dan pengembangan agar dapat memberikan pembetukan dasar pribadi yang mandiri dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu diharapkan juga dapat membentuk siswa yang berkemampuan dan memiliki ketrampilan sehingga setelah lulus dari sekolah dapat digunakan sebagai bekal untuk hidup ditengah-tengah masyarakat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap informan dan observasi secara langsung dihasilkan data berupa kata-kata lisan maupun dalam bentuk dokumen yang sangat berharga. Pengamatan dan wawancara tersebut dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hasil  wawancara maupun observasi akan disusun berdasarkan pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

Implementasi Pendidikan Demokrasi pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu

Kebebasan adalah fondasi dalam menciptakan suatu pemerintahan yang demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Ibu Sri Wismarini selaku wali kelas X SMALB-B dan juga sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan diperoleh informasi bahwa kebebasan yang ada di kelas X SMALB-B PGRI Dlanggu sudah dapat terlihat dengan baik. Salah satu kebebasan yang ada adalah kebebasan dalam menyatakan pendapat. Seperti yang diungkapkan oleh beliau sebagai berikut:
“Di dalam kelas, saya menerapkan suatu kegiatan belajar mengajar yang bebas. Bebas dalam artian saya (guru) menempatkan diri saya sebagai teman, kakak bagi anak-anak. Dengan adanya suatu keadaan yang bebas, anak-anak akan merasa nyaman dengan proses pembelajaran. Sehingga anak tidak merasa canggung untuk mengutarakan sesuatu yang ada dibenaknya. Pernah suatu ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak. bagi siapa saja yang tidak mengerjakan tugas, akan mendapatkan hukuman. Tetapi hukuman yang diperoleh berasal dari anak-anak sendiri yang menentukan. Dengan begitu masing-masing anak mengutarakan satu persatu pendapatnya untuk menentukan hukuman apa yang akan didapat oleh temannya yang tidak mengerjakan tugas tersebut.” (Senin, 26 Mei 2014, pkl 09.30)
Pernyataan Ibu Sri Wismarini menjelaskan bahwa kebebasan merupakan salah satu bentuk yang coba ditanamkan dalam kehidupan di kelas, salah satunya yaitu kebebasan anak dalam menyatakan pendapatnya. Mula-mula guru membuat kesepakatan dengan para siswa bahwa bagi siapa yang tidak mengerjakan tugas maka akan mendapatkan hukuman. Tetapi hukuman yang diperoleh berasal dari kesepakatan antar siswa sendiri. Guru hanya bertugas memantau dan memberikan pengarahan kepada siswa hukuman apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya para siswa berdiskusi mengemukakan pendapat mereka satu persatu untuk menentukan hukuman apa yang pantas untuk teman mereka yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian mereka menyepakati untuk memberikan hukuman cubitan dari masing-masing siswa apabila ada salah satu dari mereka tidak mengerjakan tugas.
Dengan diberikannya suatu kebebasan, anak tidak akan merasa dikekang haknya oleh orang lain. Sehingga anak  akan merasa bebas dalam mengutarakan apa yang menjadi uneg-uneg dalam pikirannya. Guru hanya sebagai pendamping dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan peran guru sebagai pendamping, anak akan dilatih untuk mengambil keputusan sendiri, karena dengan begitu tidak akan menjadikan anak manja. Dengan begitu komunikasi antara guru dan murid akan terjalin dengan baik dan meminimalisir adanya kesalahpahaman.
Keterangan yang diberikan Ibu Sri Wismarini dipertegas dengan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014. Bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Wismarini dijalankan di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-harinya. Beliau memberikan kebebasan kepada para siswanya untuk bebas mengemukakan pendapatnya. Dalam memberikan kebebasan tersebut, tampak prinsip kasih sayang yang muncul dalam mendidik para siswanya, yang mana Ibu Sri Wismarini tidak bersikap memanjakan kepada anak didiknya dan menerima mereka sebagaimana adanya.
Bentuk kebebasan lain yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi adalah kebebasan dalam berkelompok. Suatu kelompok dapat berjalan apabila antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dapat bekerja sama secara baik. Meskipun mempunyai kekurangan, namun anak tunarungu masih bisa melakukan suatu kehidupan berkelompok layaknya anak normal lainnya. Berikut pernyataan dari Ibu Sri Wismarini yang menyatakan bahwa kebebasan anak dalam kehidupan berkelompok.
“Pernah suatu ketika saya memberi tugas kelompok untuk mencari artikel yang ada di koran maupun internet. Awalnya anak-anak tidak mau untuk menentukan sendiri anggota kelompoknya dan menyuruh saya (guru) untuk memilih anggota kelompoknya. Namun pada akhirnya anak-anak saya beri kebebasan untuk memilih sendiri anggota kelompoknya. Dengan memilih sendiri anggota kelompoknya, anak-anak akan lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan”. (Senin, 26 Mei 2014, pkl 10.00)
Anak-anak normal yang pada umumnya kalau diberikan tugas untuk membentuk sebuah kelompok maka mereka akan segera tanggap untuk membentuk kelompok sendiri tanpa perlu menolak untuk melakukan hal tersebut. Tetapi lain halnya dengan anak berkebutuhan khusus, mereka harus diberikan motivasi dan pengertian dahulu agar mereka mau melakukan hal yang kita perintahkan. Pemberian tugas untuk membuat kelompok pada anak tunarungu tidak langsung ditangkap untuk segera mereka kerjakan membentuk kelompok. Mereka malah menolak dan meminta guru untuk membentukkan kelompok. Sehingga guru harus secara tegas menolak permintaan tersebut dan memberikan siswa umpan yang menarik perhatian siswa agar mau membentuk kelompok, yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa dengan membentuk kelompok mereka bebas memilih teman yang mana yang bisa mereka pilih untuk dijadikan anggota kelompok.
Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 sampai 07 Juni 2014 tentang kebebasan dalam berkelompok yang dilakukan dalam pembelajaran di dalam kelas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Wismarini. Kegiatan berkelompok yang dimaksud tidak bisa diartikan hanya dengan siswa harus membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang kemudian disebut dengan berkelompok. Namun berkelompok bisa juga diartikan dengan siswa berdiskusi dengan guru apabila ada kata-kata abstrak yang tidak dimengerti oleh siswa. Karena anak tunarungu merupakan anak yang sulit untuk mengerti kata-kata yang abstrak. Kegiatan berkelompok yang diimplementasikan dengan diskusi antara siswa dan guru sudah dapat tercermin dengan baik dalam kehidupan di kelas.
Kebebasan dalam berkelompok muncul sebagaimana adanya prinsip yang dikemukakan oleh Efendi (2006:24-25), tentang prinsip belajar atau bekerja kelompok. Bekerja kelompok bertujuan agar mereka tidak merasa minder apabila bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Terutama bagi anak tunarungu yang memiliki sifat egois dapat diminimalisir melalui sistem kerja berkelompok yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar.
Bukti penerapan kebebasan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh SLB PGRI Dlanggu khususnya pada kelas X SMALB-B adalah kebebasan dalam mengeksplorasikan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Bebas mengeksplorasikan kemampuan maksudnya siswa bebas untuk menuangkan bakat dan minat yang ada dalam diri siswa tersebut. misalnya pada waktu ketrampilan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Wismarini sebagai berikut.
“Pada saat kegiatan ketrampilan, anak-anak saya bebaskan untuk menuangkan apa yang ada di dalam diri mereka. Misalnya saja pada waktu menyulam. Saya hanya memberikan dasarnya saja untuk membuat motif bunga. Untuk selanjutnya seperti bentuk dan warna saya bebaskan kepada anak-anak untuk menentukan sendiri yang bagus dan cocok menurut mereka”. (Rabu, 28 Mei 2014, pkl 11.00)
Ketrampilan merupakan program wajib yang harus diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Ketrampilan yang diberikan kepada anak yang sudah masuk tingkat SMALB-B lebih banyak prosentasenya dibandingkan dengan teori yang di dapat. Perbandingan antara ketrampilan dan teori yang diperoleh di dalam sekolah adalah 75:25. Jadi anak yang sudah memasuki tingkat SMALB-B memang sudah dipersiapkan untuk memiliki bekal ketrampilan agar kelak dapat dipergunakan setelah lulus.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2014, di temukan bahwa terdapat berbagai macam ketrampilan yang dihasilkan oleh anak tunarungu, misalnya lukisan yang bertemakan lingkungan sekitar, rangkaian bunga yang berasal dari limbah plastik bekas, dan taplak meja yang disulam oleh mereka sendiri. Dengan adanya pendidikan ketrampilan yang diberikan oleh pihak sekolah, menunjukkan adanya prinsip ketrampilan dalam kegiatan tersebut. pendidikan ketrampilan berfungsi selektif, edukatif, rekreatif, dan terapi, dan juga dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak.
Selanjutnya implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus adalah adanya kebebasan dalam memilih atau memberikan suara (partisipasi). Anak berkebutuhan khusus juga merupakan bagian dari warga Indonesia yang mana memiliki hak yang sama layaknya anak normal lainnya. Pada kelas yang dipegang oleh Ibu Sri Wismarini dapat dibentuk sebuah kehidupan yang demokrasi, yaitu adanya pemimpin atau ketua kelas. Ketua kelas dibentuk melalui musyawarah antar warga kelas. Berikut penuturan dari Ibu Wismarini.
“Kelas tunarungu merupakan kelas yang sudah bisa untuk dibentuk kepengurusan kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, dsb. Dalam membentuk kepengurusan kelas, anak-anak melakukan dan memilih sendiri siapa yang layak menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, dsb. Saya (guru) hanya membantu mengarahkan bagaimana prosedur dalam pemilihan kepengurusan kelas tersebut. Kepengurusan kelas dilakukan secara voting oleh anak-anak sendiri. Sehingga anak-anak bebas memilih kandidat yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan begitu anak-anak akan ikut berpartisipasi memberikan suara kandidat mana yang layak menjadi ketua kelas.” (Rabu, 28 Mei 2014, pkl 11.00) 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kebebasan dalam memilih atau memberikan suara dapat dilakukan dalam kehidupan di dalam kelas yaitu pada waktu pemilihan ketua kelas. Dengan segala bentuk kekurangan yang dimiliki oleh anak tunarungu, tetapi mereka dapat membuktikan bahwa mampu untuk mempraktekkan kehidupan yang demokrasi di dalam kelas dengan baik. Dengan mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Ibu Sri Wismarini, pemilihan ketua kelas dapat berjalan lancar dan pemilihan juga dilakukan secara mufakat.
Keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri Wismarini di atas diperkuat dengan observasi yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2014. Bahwa di dalam kelas terdapat susunan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas. wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Adanya sususan kepengurusan kelas tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah berupaya untuk menanamkan sikap percaya kepada orang lain sehingga tidak selalu menjadi perhatian orang lain. Karena secara fisik dan psikis anak tunarungu memiliki kecenderungan sikap yang kurang baik, yaitu adanya rasa curiga kepada orang lain. Sehingga perlu diupayakan dengan prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap.
Bukti selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi pendidikan demokrasi pada anak tunarungu adalah adanya kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Temuan hasil observasi, guru-guru yang ada disekolah tidak pernah mengekang siswa-siswanya untuk tidak melakukan sesuatu hal. Semua guru membebaskan siswa untuk melakukan berbagai hal yang dikehendakinya. Terlepas dari itu semua apabila melihat anak berkebutuhan khusus yang seharusnya membutuhkan perhatian lebih, namun pihak sekolah mengajarkan sedini mungkin untuk semua siswa agar menjadi pribadi yang mandiri.
Kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang dipertegas dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SLB PGRI Dlanggu Bapak Tatok Budi Utomo sebagai berikut:
“Anak berkebutuhan khusus merupakan anak dengan suatu kebutuhan yang berbeda-beda. Anak tunarungu misalnya anak dengan gangguan pada pendengarannya. Dalam kegiatan belajar mengajar, saya menghimbau kepada bapak ibu guru untuk memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga untuk perlakuan sewenang-wenang sangat diminimalisir, sehingga untuk menjadi tenaga pengajar bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan ketelatenan dan kesabaran”. (Kamis, 29 Mei 2014, pkl 09.00)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, tampak bahwa prinsip kasih sayang merupakan dasar dari kegiatan belajar mengajar pada anak berkebutuhan khusus. Adanya prinsip kasih sayang diharapkan dapat menghindarkan dari perlakuan sewenang-wenang guru kepada anak didiknya. Para guru mengupayakan agar mereka yang memiliki kebutuhan khusus dapat menjalani kehidupannya dengan wajar layaknya anak-anak normal pada umumnya.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa bentuk kebebasan dalam implementasi pendidikan pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu bermacam-macam bentuknya. Penerapannya bisa dilihat dari kehidupan di dalam kelas maupun di luar kelas. Penerapan kebebasan yang ada di dalam kelas misalnya kekebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam membentuk kelompok belajar, kebebasan dalam memilih ketua. Sedangkan penerapan kebebasan yang ada diluar kelas seperti kebebasan dalam mengeksplorasikan kemampuan di dalam membuat sebuah ketrampilan, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang.
Kebebasan merupakan suatu benuk keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap bermacam-macamnya suatu pilihan. Berbagai bentuk kebebasan yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru kepada siswa-siswa bukan semata-mata siswa dengan leluasa melakukan segala hal tanpa mengetahui batasan yang ada. Dengan diberikannya keleluasaan dalam melakukan berbagai hal, siswa tetap tidak boleh melanggar apa yang telah menjadi kesepakatan. Kebebasan yang diberikan tersebut harus dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang yang ada di sekitarnya. Apabila siswa menggunakan kebebasan yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka diharapkan akan membawa ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat kelak.
Demokrasi beranggapan bahwa semua orang sama derajatnya dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama dalam suatu pemerintahan. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tidak dibeda-bedakan dan mempunyai kesempatan yang sama pula dalam mengembangkan kemampuan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu, meskipun mereka mempunyai kekurangan, namun mereka juga mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya.
Bentuk implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B yang pertama adalah persamaan di muka hukum. Persamaan di muka hukum maksudnya adalah semua orang mempunyai kedudukan dan mempunyai hak yang sama di dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya persamaan, sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama dapat berjalan baik. Dengan begitu akan menciptakan kehidupan yang demokratis. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Wismarini.
“Tata tertib kelas merupakan salah satu peraturan yang dibuat untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh siswa. Semua siswa harus meematuhi segala bentuk tata tertib tersebut, apabila ada salah satu siswa yang melanggar tata tertib tersebut, hukuman yang di dapat saya kembalikan ke siswa-siswa lainnya untuk menentukan hukuman apa yang pantas di dapat oleh mereka yang melanggar tata tertib. Namun sejauh ini anak-anak belum pernah ada yang melanggar tata tertib kelas yang ada”. (Senin, 04 Agustus 2014, pkl 10.00)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wismarini di atas membuktikan bahwa persamaan di muka hukum dapat di implementasikan melalui tata tertib kelas yang harus dipatuhi oleh siswa. Menurut keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri Wismarini, anak didiknya merupakan anak yang penurut, sehingga sejauh ini belum ada siswa yang melanggar tata tertib yang telah ada tersebut.
Keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri Wismarini diperkuat dengan adanya observasi yang dilakukan pada tanggal 04 Agustus 2014. Salah satu isi tata tertib kelas adalah berdoa sebelum pelajaran dimulai dan mendengarkan serta memperhatikan penjelasan guru. Setiap pagi siswa rutin untuk berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Hal tersebut seakan sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri mereka. Sehingga sewaktu guru masuk kelas, tanpa diberikan aba-aba mereka sudah secara bersama-sama berdo’a dahulu. Selain itu, ketika pelajaran dimulai mereka dengan seksama memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru.
Persamaan di muka hukum yang di implementasikan melalui mematuhi tata tertib kelas yang ada dapat memunculkan prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Secara fisik dan psikis, anak berkebutuhan khusus memang kurang baik sehingga perlu diupayakan agar mereka mempunyai sikap yang baik. Sikap yang baik sudah dapat ditunjukkan oleh anak berkebutuhan khusus tunarungu yang mana mereka dapat mematuhi tata tertib kelas yang ada.
Selain persamaan di muka hukum, persamaan lainnya sebagai bentuk penerapan pendidikan demokrasi adalah adanya persamaan sosial. Persamaan sosial yang dimaksudkan di sini adalah tidak adanya perlakuan untuk membeda-bedakan. Berikut wawancara dengan Ibu Sri Wismarini mengenai persamaan sosial yang ada di SMALB-B PGRI Dlanggu.
“Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa di dalam kelas, saya (guru) menempatkan diri saya sebagai teman sharring buat mereka. Namun kalau soal menghormati, mereka tetap menghormati saya sebagai gurunya. Ketika saya menerangkan di depan kelas, mereka selalu memperhatikan dengan baik dan apabila ada yang tidak mereka mengerti, mereka tidak segan untuk bertanya kepada saya. Semua anak bebas dan memiliki hak yang sama untuk bertanya tentang apa saja yang tidak mereka mengerti. Namun sebagian besar yang bertanya adalah mereka yang tidak mengerti sehingga bertanya. Sedangkan yang hanya diam saja tidak bertanya seakan-akan kelihatan mengerti, justru mereka yang sebenarnya tidak mengerti.” (Senin, 02 Juni 2014, pkl 09.30)
Pernyataan dari Ibu Sri Wismarini di atas menjelaskan bahwa guru tidak membeda-bedakan untuk siapa saja yang ingin bertanya. Apa yang telah dikatakan oleh Ibu Sri Wismarini di atas diperkuat dengan adanya observasi tentang adanya persamaan sosial. Hal ini dapat dibuktikan dari keadaan kelas yang tidak hanya terdiri dari anak berkebutuhan khusus tunarungu saja, namun di dalam kelas tersebut juga terdapat anak tunagrahita. Dijadikannya satu kelas antara anak tunarungu dan anak tunagrahita adalah karena di sekolah tersebut kekurangan ruang kelas, sedangkan hanya terdapat 1 anak tunagrahita dengan jenjang yang sama dengan anak tunarungu yaitu kelas X SMALB.
Melihat dari keadaan kelas yang telah dipaparkan di atas, hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk bersikap membeda-bedakan. Guru memperlakukan semua anak didiknya sama, tidak ada yang diperlakukan khusus. Begitu juga dengan sikap anak yang berkebutuhan khusus tunarungu dengan anak tunagrahita tersebut, mereka tidak saling mengganggu bahkan apabila ada yang membutuhkan bantuan, mereka tidak segan untuk saling menolong. Mereka bersikap selayaknya dengan sesama teman mereka yang tunarungu. Tidak ada sikap saling membeda-bedakan.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa guru dan para siswa memperlakukan siswa lainnya baik itu tunarungu maupun tunagrahita secara sama. Mereka tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dan tidak ada perlakuan khusus bagi seluruh siswanya.
Prinsip kasih sayang dapat muncul dari sikap guru yang menempatkan dirinya sebagai teman ketika berada di dalam kelas. Sikap tersebut merupakan salah satu cara guru dalam mendekatkan dirinya kepada anak didiknya dan merupakan salah satu strategi di dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Dengan begitu diharapkan anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat bersosialisasi secara baik dengan orang-orang disekitarnya.
Bentuk penerapan pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu selanjutnya adalah adanya persamaan kesempatan. Persamaan kesempatan yang terlihat di SLB PGRI Dlanggu adalah sebagai pengurus koperasi. Koperasi didirikan oleh sekolah ini dengan tujuan untuk melatih siswanya dalam berwirausaha. Yang menjadi anggota koperasi sekolah adalah anah-anak yang sudah cukup umur. Jadi semua siswa tunarungu yang sudah memasuki jenjang SMALB yang akan menjadi petugas koperasi secara bergilir. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Wismarini sebagai berikut:
“koperasi sekolah didirikan sudah dari tahun kemarin tetapi hanya diperuntukkan bagi warga sekolah saja, baru untuk tahun ini koperasi sekolah akan dibuka juga untuk umum. Karena di dalam koperasi sekolah tidak hanya menyediakan perlengkapan sekolah saja, namun juga menyediakan jasa laundry dan menjahit baju. Jadi diharapkan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Untuk pemilihan pengurusnya diambil dari anak-anak yang sudah cukup umur. Anak yang sudah cukup umur disini anak yang sudah ada di tingkat pendidikan SMALB. Semua anak yang sudah cukup umur mempunyai kesempatan yang sama menjadi anggota koperasi.” (Kamis, 05 Juni 2014, pkl 10.00)
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pihak sekolah tidak membatasi bagi siswa yang memang sudah cukup umur untuk mengikuti pemilihan sebagai pengurus koperasi. Dalam pengelolaan pengurus koperasi, anak-anak secara perlahan-lahan dilepaskan untuk menjadi menjadi petugas koperasi dan melayani kalau ada pembeli yang datang. Tetapi sebelumnya mereka telah diberikan penyuluhan bagaimana melayani pelanggan dengan baik dan menjalankan mesin fotocopy. Koperasi sekolah memang ditujukan untuk memberi bekal siswa dan melatih siswa agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu untuk melakukan segala hal seperti anak normal lainnya. Sehingga sewaktu terjun ke masyarakat, masyarakat tidak memandang anak berkebutuhan khusus hanya dengan sebelah mata.
	Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2014 sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Sri Wismarini. Pada waktu jam istirahat dimulai, anak yang bertugas menjaga koperasi secara bergilir melaksanakan tugasnya tersebut. Mereka merupakan anak tunarungu yang sudah masuk ke dalam tingkat SMALB. Para guru dengan sabar dan telaten memberikan pengarahan serta mempraktekannya secara langsung. Dengan cara mempratekkannya secara langsung, akan mempercepat bagi anak tunarungu dalam menerima pengarahan yang diberikan. Sehingga dengan adanya media, dapat mempermudah guru dalam memberikan pengarahan. Jadi prinsip keperagaan dapat dimunculkan melalui kegiatan dengan adanya media sebagai alat bantu pembelajaran. Karena kelancaran pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus sangat di dukung oleh penggunaan alat peraga sebagai medianya.
Bukti penerapan persamaan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus adalah persamaan politik. Persamaan politik dimaksudkan di sini adalah dalam kehidupan di luar kelas, yaitu pada waktu pembentukan pengurus pramuka. Persamaan politik di sini semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dirinya sebagai pengurus pramuka. Berikut keterangan dari wawancara dengan salah seorang siswa tunarungu yang bernama Siti Fatimatus Sa’diyah:
“waktu pemilihan pengurus pramuka, saya ikut untuk menjadi pengurus pramuka. Saya tidak mengajukan diri sebagai ketua seperti yang sebelumnya saya mengajukan diri sebagai ketua kelas. saya hanya mengajukan diri mengikuti pemilihan kepengurusan pramuka dan terpilih untuk menjadi sekretaris”. (Sabtu, 07 Juni 2014, pkl 09.30)
Keterangan dari hasil wawancara dengan salah satu siswa tersebut menjelaskan bahwa siswa tersebut menjadi sekretaris dengan cara mencalonkan dirinya dan semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus pramuka. Hal tersebut membuktikan bahwa persamaan politik dapat berjalan dalam lingkup sekolah luar biasa. Kegiatan pramuka merupakan kegiatan untuk melatih siswa agar bisa mandiri. Sehingga prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap dapat diterapkan dalam kegiatan pramuka, yaitu dengan melatih siswa untuk lebih percaya diri dalam menghadapi lingkungan sekitarnya dan untuk mengenalkan siswa supaya lebih dekat dengan alam.
Bentuk penerapan persamaan selanjutnya yang berhubungan dengan pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus adalah persamaan ekonomi. SLB PGRI Dlanggu merupakan sebuah yayasan bagi anak berkebutuhan khusus baik itu dari anak berkebutuhan khusus tunanetra, tunarungu maupun tunagrahita. Sebagian besar wali murid berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah, hanya beberapa yang termasuk ke dalam golongan ekonomi menengah ke atas. Sehingga semua siswa dibebaskan dari berbagai biaya dan masing-masing siswa mendapatkan beasiswa untuk membantu biaya pendidikannya. Hal tersebut dipertegas dari keterangan Bapak Tatok Budi Utomo selaku kepala sekolah SLB PGRI Dlanggu sebagai berikut:
“Semua siswa disini dibebaskan dari biaya-biaya pendidikan. Masing-masing siswa mendapat beasiswa dari pemerintah. Sehingga untuk untuk keperluan pendidikan anak-anak diambilkan dari beasiswa yang mereka peroleh. Untuk iuran atau semacamnya ada, namun iuran tersebut berasal dari orang tua yang dibayarkan setiap satu bulan sekali sebesar Rp 10.000. yang mana iuran tersebut sebagai tambahan untuk biaya ketrampilan dan pramuka, Untuk iuran lainnya pihak sekolah  meniadakannya”. (Jum’at, 06 Juni 2014, pkl 09.00)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat diketahui bahwa bentuk pelaksanaan persamaan dalam implementasi pendidikan demokrasi di SLB PGRI Dlanggu dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Di dalam dapat berupa persamaan sosial dan persamaan politik. Sedangkan di luar kelas dapat berupa persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan dan persamaan ekonomi. Semua bentuk persamaan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang demokratis. Disamping itu juga, siswa menjadi lebih paham dengan berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan pendidikan demokrasi di dalam maupun di luar kehidupan sekolah.
Konsep kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Wismarini.
“sebagian besar murid kelas X tunarungu disini yang saya ajar merupakan siswa yang umurnya sudah cukup untuk memilih. Pada waktu pemilu tanggal 9 april kemarin, pada waktu saya tanya apakah mereka mengikuti pemilihan tersebut, katanya mereka ikut memilih meskipun mereka juga mengeluh karena mereka tidak tahu sama sekali calon-calon yang ada”. (Senin, 02 Juni 2014, pkl 10.00)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wismarini di atas membuktikan bahwa sebagai warga negara yang baik, mereka ikut serta dalam pesta demokrasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali itu. Selain keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri Wismarini, diperkuat dengan pernyataan dari Henry yang menegaskan bahwa dia akan mengikuti kegiatan pemilu yang dilakukan pada tanggal 9 juli mendatang karena dia ingin ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali tersebut. Sehingga terbukti bahwa  anak berkebutuhan khusus juga mempunyai persamaan di muka hukum. Meskipun mereka memiliki suatu kekurangan, namun mereka masih antusias untuk ikut serta di dalam pesta demokrasi yang telah dilakukan tanggal 9 april bulan lalu dan akan ikut berpartisipasi lagi pada tanggal 9 juli mendatang.

Kendala dalam Implementasi Pendidikan Demokrasi pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu.

Anak berkebutuhan khusus tunarungu merupakan anak dengan gangguan pendengaran yang mengakibatkan anak tersebut tidak dapat menangkap suatu rangsangan melalui indra pendengarannya. Karakteristik anak tunarungu yaitu sulit untuk memahami kata-kata yang abstrak. Sehingga apabila ada kata-kata yang asing atau perbendaharaan baru bagi mereka, mereka akan kesulitan untuk menangkap maksud dari pembicaraan orang tersebut. Karakteristik yang sulit untuk memahami kata-kata abstrak pada anak tunarungu merupakan salah satu kendala dalam pembelajaran di dalam kelas. Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari Ibu Sri Wismarini berikut ini:
“Dalam memberikan pembelajaran pada anak tunarungu tidaklah terdapat hambatan yang begitu berarti. Hanya saja karena memang sudah bawaan dari anak tunarungu yang tidak bisa menangkap suara sehingga dalam kosakata mereka sangat minim. Dengan begitu akan membuat mereka sulit memahami kata-kata yang abstrak. Disamping itu juga, anak tunarungu merupakan anak yang mudah lupa, jadi sebagai guru saya harus mengingatkan kembali pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Selain sulit untuk memahami kata-kata yang abstrak dan mudah lupa, anak tunarungu juga merupakan anak yang mudah curiga dengan kehadiran orang yang tidak mereka kenal”. (Sabtu, 07 Juni 2014, pkl 10.00)
Selaras dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sri Wismarini di atas, pada saat melakukan observasi diketahui bahwa pada saat melakukan komunikasi dengan orang yang asing, anak tunarungu tidak dengan cepat merespon. Tampak dari sikap mereka yang dingin dan merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang tersebut. Mereka akan merasa canggung dengan adanya orang baru disekitar. Selain itu anak tunarungu juga mempunyai karakteristik yang mudah curiga dengan adanya orang yang tidak mereka kenal. Jadi mereka lebih memilih sekedar untuk tersenyum dengan tidak menanggapi pembicaraan orang yang mengajak mereka untuk berkomunikasi.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwasannya kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi pada  anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah karakteristik dari anak tunarungu itu sendiri. Yang mana anak tunarungu memiliki pembawaan yang sulit untuk memahami kata-kata yang abstrak, miskin dalam kosakata, mudah lupa dan juga mudah curiga dengan adanya orang yang asing. Sehingga untuk memberikan dan menerapkan adanya pendidikan demokrasi pada anak tunarungu dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dari pendidik (guru). Selain itu juga guru perlu tindakan khusus berupa strategi-strategi untuk membuat mereka memperhatikan materi yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar dan kerja keras agar siswa dapat memahami apa yang telah diberikan sehingga mereka dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Pendidikan Demokrasi pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu.

Kendala yang ada dalam implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu membutuhkan upaya untuk mengatasi kendala yang ada tersebut. Upaya yang dibutuhkan tidak hanya dari pihak sekolah saja, namun juga dibutuhkan upaya dan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari diri mereka sendiri yang harus memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bantuan dari keluarga yang merupakan orang terdekat ketika berada dirumah. Dari kedua belah pihak tersebut harus saling bekerja sama dan adanya komunikasi yang baik supaya usaha yang dilakukan tidak akan berat sebelah dan menjadi sia-sia belaka sehingga dalam kehidupan kedepannya diharapkan dapat membentuk kepribadian anak yang memiliki kebutuhan khusus menjadi pribadi yang mandiri dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri Wismarini terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi pada anak tunarungu.
“Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kendala pada anak tunarungu yaitu saya menggunakan kata selingkung di dalam pembelajaran. Kata selingkung merupakan bentuk kata yang berkaitan. Misalnya saya menyebutkan kata sawah, maka anak-anak akan menyebutkan kata padi, jagung, petani, dsb. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkaya kosa kata pada anak tunarungu. Selain menggunakan kata selingkung, saya juga menanamkan kepada anak-anak untuk menulis apabila ada kata-kata yang tidak mereka mengerti sewaktu setelah membaca buku atau membuka internet”. (Sabtu, 07 Juni 2014, pkl 11.00)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Wismarini di atas dapat diketahui bahwa anak tunarungu yang merupakan anak dengan kebutuhan kosakata yang kurang dibandingkan dengan anak normal lainnya membutuhkan cara khusus untuk memperkaya kosa katanya. Salah satu cara unik yang dilakukan oleh Ibu Sri Wismarini yaitu dengan menggunakan kata selingkung. Dengan metode tersebut, seolah-olah anak diberikan umpan untuk menyebutkan berbagai macam kosa kata yang sebelumnya tidak diketahui oleh anak tunarungu. Dengan begitu, selain dapat menambah kosa kata pada anak tunarungu, mereka juga dapat dengan mudah menghafalnya karena kosa kata diambil dari kata-kata yang ada disekitar mereka.
Kata selingkung merupakan metode yang digunakan oleh Ibu Si Wismarini untuk mengatasi kendala yang ada pada anak berkebutuhan khusus tunarungu. Selain menggunakan kata selingkung, beliau juga menggunakan cara yang mana apabila sedang berada diluar jam pelajaran dan mereka menemukan kosa kata baru yang mereka tidak mengerti, Ibu Sri Wismarini mewajibkan mereka untuk menulis kosa kata baru tersebut. Kemudian mereka diharuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada bapak atau ibu guru ketika berada di sekolah atau orang tua apabila mereka berada di rumah.
Temuan hasil observasi yang dilakukan pada hari senin tanggal 16 juni 2014 adalah terdapat kamus sistem isyarat yang ada di meja kelas. Kamus sistem isyarat merupakan alat bantu bagi anak tunarungu  dalam berkomunikasi dengan orang lain dan juga sebagai kamus untuk memperkaya kosa kata anak tunarungu. Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi di atas bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi pada anak tunarungu yaitu pada waktu pembelajaran guru menggunakan metode kata selingkung atau kata berkait yang bertujuan untuk memperkaya kosa kata pada anak tunarungu. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode menulis setiap kali ada kata atau kalimat yang tidak dimengerti oleh siswa sewaktu habis membaca buku atau melihat internet ketika berada di luar lingkungan sekolah yang kemudian sewaktu berada di sekolah harus ditanyakan kepada guru. Dan upaya yang selanjutnya adalah dengan bantuan kamus sistem isyarat yang telah disediakan oleh sekolah. Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi oleh anak tunarungu dalam  mendapatkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan seperti apa yang di dapatkan oleh anak normal pada umumnya. Sehingga tidak akan ada kesenjangan yang terjadi tentang hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pembahasan
Pendidikan demokrasi merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkembangkan budaya demokrasi. Budaya demokrasi pada dasarnya adalah pengembangan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu yang dilakukan di SMALB-B PGRI Dlanggu merupakan sebuah upaya menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi pada generasi muda dengan tujuan untuk mempersiapkan menjadi warga Negara yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi pada anak tunarungu adalah kebebasan (freedom) dan persamaan (equality). Berikut merupakan bentuk penerapan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu.
Bentuk penerapan pendidikan demokrasi pertama pada anak tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu adalah kebebasan (freedom). Kebebasan yang dimaksudkan terdapat beragam yang terdiri dari kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam berkelompok, kebebasan mengeksplorasikan kemampuan siswa, kebebasan memilih atau memberikan suara dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Kebebasan dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Yang termasuk kebebasan di dalam kehidupan kelas misalnya kekebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam membentuk kelompok belajar, kebebasan dalam memilih ketua kelas. Sedangkan penerapan kebebasan yang ada diluar kelas seperti kebebasan dalam mengeksplorasikan kemampuan di dalam membuat sebuah ketrampilan, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Sebagai nilai, kebebasan merupakan sebuah pedoman dalam berperilaku dan dilakukan secara bertanggung jawab.
Bentuk penerapan pendidikan demokrasi selanjutnya pada anak tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu berdasarkan prinsip demokrasi adalah persamaan (equality). Persamaan yang di terapkan antara lain persamaan di muka hukum, persamaan sosial, persamaan kesempatan, persamaan politik dan persamaan ekonomi. di dalam maupun di luar kelas. Persamaan yang ada di dalam kelas dapat berupa persamaan sosial dan persamaan politik. Sedangkan di luar kelas dapat berupa persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan dan persamaan ekonomi. Persamaan yang telah disebutnya mengacu pada tidak ada perbedaan status dan kelas. Seperti yang telah diketahui bahwa masyarakat pada masa sekarang ini telah dan masih mengenal tentang adanya kelas atau status sosial di dalam kehidupan.
Prinsip-prinsip demokrasi yang terdiri dari kebebasan (freedom) dan persamaan (equality) sudah dapat diciptakan dengan baik oleh pihak sekolah terutama dengan partisipasi siswa tunarungu yang berada di kelas X SMALB-B PGRI Dlanggu. Pelaksanaan pendidikan demokrasi tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh John Dewey (dalam Zamroni, 2001:31) yang menyatakan bahwa ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan.
Implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu yang telah dilakukan oleh SMALB-B PGRI Dlanggu dimulai dari pemberian materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang demokrasi. Kemudian untuk penerapan selanjutnya, kebanyakan siswa tidak menyadari bahwa dalam kehidupannya sehari-hari mereka telah mempraktekkan isi dari pendidikan demokrasi yang diberikan oleh guru di sekolah. Dengan adanya nilai-nilai demokrasi yang tercermin dari sikap siswa-siswa SMALB-B PGRI Dlanggu, selanjutnya akan dapat memunculkan budaya demokrasi di dalam sekolah SLB PGRI Dlanggu yang disebut dengan demokrasi sebagai sikap hidup.
Konsep demokrasi dalam pendidikan, Dewey berpendapat bahwa dalam proses belajar siswa harus diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Siswa harus aktif dan tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru (Iman, 2004:58-65). Konsep demokrasi seperti yang telah dijelaskan oleh Dewey tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru dan siswa. Siswa ditanamkan oleh guru untuk selalu bertanya apabila terdapat suatu hal yang tidak dimengerti dan bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh guru kepada siswa, bertujuan untuk menambah wawasan siswa menjadi lebih luas.
Mengacu pada teori yang dijelaskan oleh John Dewey tentang teori kebenaran pragmatisme bahwa suatu pengetahuan berdasar atas berguna atau tidaknya dalam kehidupan manusia (Iman, 2004:58-65). Jika dihubungkan dengan pentingnya pendidikan demokrasi bagi anak berkebutuhan khusus, maka teori pragmatisme mengacu pada ada atau tidaknya manfaat demokrasi bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu.




Implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu khususnya pada kelas X  berdasarkan pada prinsip demokrasi yang terdiri dari kedaulatan rakyat, kebebasan (freedom) dan persamaan (equality). Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dilakukan melalui partisipasi siswa dalam mengikuti pemilihan legislatif yang dilakukan pada tanggal 9 april dan pada saat pemilihan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali yang jatuh pada tanggal 9 juli bulan lalu. Selanjutnya prinsip kebebasan dan persamaan dapat diimplementasikan di dalam maupun di luar kehidupan kelas. Penerapan kebebasan yang ada di dalam kelas misalnya kekebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam membentuk kelompok belajar, dan kebebasan dalam memilih ketua kelas. Sedangkan penerapan kebebasan yang ada di luar kelas seperti kebebasan dalam mengeksplorasikan kemampuan di dalam membuat sebuah ketrampilan, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang. Implementasi prinsip persamaan di SMALB-B PGRI Dlanggu berupa persamaan di muka hukum, persamaan sosial, persamaan kesempatan, persamaan politik dan persamaan ekonomi.
Kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi pada  anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu adalah karakteristik dari anak tunarungu itu sendiri. Anak tunarungu memiliki pembawaan yang sulit untuk memahami kata-kata yang abstrak sehingga apabila mereka menemukan kata-kata yang baru, miskin dalam kosakata, mudah lupa dan juga mudah curiga dengan adanya orang yang asing.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi pada anak berkebutuhan khusus tunarungu di SMALB-B PGRI Dlanggu yaitu pada waktu pembelajaran guru menggunakan metode kata selingkung atau kata berkait, dengan menerapkan metode menulis setiap kali ada kata atau kalimat yang tidak dimengerti oleh siswa, dan dengan bantuan kamus sistem isyarat.
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